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ABSTRAK 

Novi Sulantri/222015250/2019/Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Meningkatkan Pajak Daerah  kota Palembang 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebarapa besar kontribusi dan efektivitas pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan Pajak Daerah  kota palembang. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan berapa besar kontribusi 

dan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan Pajak 

Daerah  kota Palembang. Data primer dan data sekunder yang diperlukan sebagai dasar analisis, 

sedangkan teknik  pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami 

kenaikan yang signifikan, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan dari kontribusi pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah sebesar 14,6%.,  sedangkan 

efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sudah efektif  hal ini menunjukkan 

bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kota palembang sudah baik 

dan memadai.  

Kata Kunci : Kontribusi, Efektivitas,  PBB P2, Pajak Daerah 
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PRAKATA 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga 

penulisan skripsi dengan judul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ini dapat penulis selesaikan 

sebagaimana waktu yang dijadwalkan.  

Sejak berlakunya otonomi daerah, maka dalam setiap daerah memiliki 

kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan 

masyarakat daerah terkait. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

merupakan salah satu pendapatan potensial di kota Palembang. Hal itu terlihat 

dari realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mencapai 

target sehingga penting untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) untuk meningkatan pajak 

daerah kota Palembang. Menghitung kontribusi PBB P2 dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan realisai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan  

dengan realisasi pajak daerah, kemudian untuk menghitung efektivitas PBB P2 

adalah dengan cara membandingkan realisasi pajak daerah dengan target pajak 

daerah. 

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan 

dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua 

orangtua (Evi Suhartini dan Alm. Abas) beserta adik-adikku yang berdo'a dan 
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bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan 

terima kasih kepada Ibu  Hj. Rosalina Ghazali, S.E.AK.,M.Si dan Bapak Mizan, 

S.E., M.Si, AK,.CA selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan 

memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, 

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada; 

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati. 

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakuitas Ekonomi dan 

BisnisUniversitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan 

karyawan/karyawati. 

3. Bapak Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si.,selaku 

Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

4. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakuitas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

5. Pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

6. Keluarga Besarku yang selalu mensupport agar selalu semangat dan tak lupa 

berdoa agar diberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah 

diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak 

usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
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Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat 

diperoleh. Amin. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Palembang,                    2019 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Reformasi menyebabkan adanya pemberian otonomi kepada 

daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan agar daerah lebih 

mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah 

memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat 

meninggalkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang 

No.33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang 

diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. 

Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 

Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah 

terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. 

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik 

nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan 

pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. 

Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan 

logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengelolahan bahan galian 
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golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung 

walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 Menurut Siti Resmi (2012), Pajak bagi pemerintah daerah 

berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan 

sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai salah satu 

sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, 

membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas 

pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan barang-barang publik lain 

yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur, 

pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pajak 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. 

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, pemerintah daerah 

diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah 

disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang 

diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah 

kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang 

dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan 

kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang 
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mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar 

pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan 

berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh 

menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi 

kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan 

dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010).  

Beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian 

mengenai Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sari 

(2010), melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kota 

Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas 

penerimaan PBB, laju pertumbuhan pendapatan daerah dan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan efektivitas penerimaan sudah cukup efektif dan dilakukan 

secara memadai dan menunjukkan keadaan perekonomian dan 

pembangunan daerah. Laju pertumbuhan pendapatan daerah juga 

mengalami peningkatan. Sedangkan kontribusi PBB terhadap pendapatan 

daerah belum optimal.  Adelina (2012), melakukan penelitian dengan 

judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan 
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PBB dan untuk mengetahui kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah. 

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan penerimaan PBB sangat efektif dan kontribusi sangat 

kurang. 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting 

dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam 

negeri, besar kecilnya pajak akan menetukan kapasitas anggaran negara 

dalam mebiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan 

pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, 

guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak maka 

dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subjek 

maupun objek pajak. 

Pajak bermanfaat sekali bagi pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah. Hasil pungutan pajak tidak saja berfungsi sebagai 

sumber dana dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

negara melainkan juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Dalam rangka 

meningkatkan semua sektor pembangunan yang telah dilaksanakan agar 

dapat berjalan sesuai dengan rencana serta dalam menaikan taraf hidup 

masyarakat dan untuk mendukung program pemerintah agar terlaksana 

secara berkesinambungan, pemerintah membutuhkan dana yang cukup 

besar.Peran pemerintah daerah juga sangat diperlukan guna mengetahui 
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dana yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan daerah nya 

karena pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya. 

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan Negara, sumber 

pendapatan Negara yang paling besar didapatkan dari sektor pajak. 

Ungkapan itu terbukti apabila kita menganalisis angka-angka APBN setiap 

tahun, dapat disimpulkan bahwa penerimaan sektor pajak merupakan 

andalan penerimaan Negara yang digunakan untuk melakukan 

pembangunan infrastruktur.( Witiya Tri Handayan, 2014). Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri atas 

berjuta penduduk. Sehingga pada tahun 2010  indonesia merupakan negara 

yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Besarnya jumlah penduduk 

di indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan 

bumi/tanah dan atau bangunan di indonesia akan meningkat. 

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Pajak Daerah adalah Iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badankepada Daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapatdipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah.  

 Dinas Pendapatan Daerah atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan 

Daerah dulu namanya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 1980-an, 

Pajak Daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi 
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Pendapatan Daerah) dan tim DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah). 

Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut 

DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) tingkat dua yang sekarang disebut 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.  

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan 

untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk 

pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya 

pengelolahan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta 

berhasil digunakan maka dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 

67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Asli Daerah 

kota Palembang bahwa Dinas Pendapatan kota Palembang mempunyai 

strukturorganisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Terhitung mulai 

tanggal 1 Januari 2017 DISPENDA kota Palembang berubah menjadi 

BPPD (Badan Pengelolahan Pajak Daerah) berdasarkan PP No.18 tahun 

2016. 

Tabel I.1 
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan  

Kota Palembang 

Tahun 2014 - 2018 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2014 Rp 95.000.000.000 Rp 83.810.426.995 88,22  % 

2015 Rp 95.000.000.000 Rp 97.443.811.213 102,57 % 

2016 Rp 116.539.477.871 Rp 117.558.226.402 100,87 % 

2017 Rp 150.000.000.000 Rp 166.521.800.165 111,01 % 

2018 Rp 190.000.000.000 Rp 162.247.223.518 85,39 % 

            Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019 
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Tabel I.2 

Target dan Realisasi Pajak Daerah kota Palembang 

Tahun 2014-2018 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2014 Rp 395.888.500.000 Rp 463.574.599.151,32 117,10 % 

2015 Rp 478.025.367.000 Rp 479.112.899.223 100,23 % 

2016 Rp 526.867.498.866,50 Rp 536.552.681.049,38 101,84 % 

2017 Rp 638.549.551.000 Rp 680.012.752.910,10 106,49 % 

2018 Rp 748.685.000.000 Rp 721.012.771.615 96,30 %  

           Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2019  

 

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 

realisasi Pajak bumi bangunan mengalami penurunan kemudian pada 

tahun berikutnya yaitu 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami 

kenaikan dan tercapainya target realisasi penerimaan pajak daerah. Namun 

pada tahun 2018 tejadi penurunan sebanyak 14,6 % dari yang ditargetkan 

sehingga menyebabkan tidak tercapai target pada tahun tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang melalui Bapak Ardi bahwa 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kota Palembang dari tahun 2014 

sampai tahun 2017 mengalami kenaikan dari jumlah yang ditargetkan 

namun pada tahun 2018 mengalami penurunan dari yang ditargetkan 

sehingga tidak tercapainya target dengan realisasi. Penyebab tidak 

tercapainya target PBB kota Palemabang  ialah masih lemahnya kesadaran 

wajib pajak dalam mebayar pajak, karena pada umumnya Pajak Bumi 

Bangunan adalah jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh 

pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk 
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pelaksaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.  

Berdasarkan Tabel I.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 

realisasi pajak daerah mencapai target bahkan melebihi dari yang 

ditargetkan kemudian pada tahun 2015 presentase target dan realisasi 

pajak daerah kota palembang mengalami penurunan sebanyak 17 % dari 

tahun sebelumnya namun realisasinya masih tercapai, selanjutnya pada 

tahun 2016 dan 2017 mengalami kembali kenaikan dengan presentase di 

atas 100 % dengan demikian dapat dikatakan realisasi pada tahun tersebut 

telah tercapai dan terpenuhi. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan 

dari jumlah yang ditargetkan dengan selisih sebesar Rp 27.672.228.385 

dari yang ditargetkan sehingga menyebabkan tidak tercapai target pada 

tahun tersebut.  

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas,peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas 

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB 

P2) Kota Palembang untuk Meningkatkan Pajak Daerah Kota 

Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu berapa besar Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan Perkotaan untuk meningkatkan Pajak Daerah 

Kota Palembang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai 

dari penelitian  ini ialah untuk mengetahui besar Kontribusi Dan 

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan untuk 

meningkatkan Pajak Daerah Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat memberikan 

manfaat pada berbagai pihak: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi    

penulis dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil 

penelitian ini.  

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan masukkan bagi pimpinan  dalam rangka pengambilan 

langkah-langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas yang sudah ada. 

3. Bagi Almamater 

Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang 

berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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